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PENETAPAN
Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara

Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
Muhammad Adiguna Bimasaksti bin Budi Utoyo, Tempat tanggal lahir di

Jakarta, 28 Oktober 1994 (umur 30 tahun), agama Islam,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan

Pariwisata Monjok Barat dengan domisili hukum di Kantor

PTUN Mataram, Sekarbela Kota Mataram, disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Eka Sophia Fitri binti Acep Hidayat, tempat tanggal lahir, Jakarta 28 Februari

1995 (umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Dinas PTUN

Mataram, Sekarbela Kota Mataram, disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanya tertanggal

17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

547/Pdt.G/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkn pernikahan pada

tanggal 30 Otober 2020, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak

Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah

Nomor : 933/06/XI/2021, tanggal 30 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat

tinggal karena sama-sam tugas di luar daerah;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dn termohon memang sering

cekcok

4. Bahwa sejak 12 Juli 2024 pemohon dan termohon tinggal bersama dan

semakin sering terjadi perselisihan sampai Termohon memukul

Pemohon;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan

termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon

dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap Termohon;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan datang

menghadap sendiri tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon

agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan

Temohon;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan

mencabut gugatannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati

Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali

dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohont

menyatakan secara tegas mencabut permohonannya, selanjutnya

mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Permohonan tersebut

tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab

untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat

dikabulkan;
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

547/Pdt.G/2024/PA.Mtr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Hj.

Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Yusup, S.H., M.H. dan

Drs. H.M.Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Senin, tanggal 04 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumdi Awal

1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh Lalu Ruslan, S.H., M.H., sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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Ketua Majelis,

ttd

Hj. Muniroh,S.Ag.,S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd

H.Yusup,S.H.,M.H. Drs. HM.Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ruslan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 16.000 ,00

- PNBP : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh stu ribu rupiah)
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